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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menerbitkan Akta Perceraian hanya

menjalankan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama. Jika dilihat dari kewenangan Pengadilan

Agama, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata tertentu,

maka Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan dalam penerbitan

Akta Perceraian tersebut, tetapi kewenangan dalam penerbitan Akta

Perceraian ini adalah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (Instansi Pelaksana) Kabupaten/Kota sebagai Instansi yang

bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan

Administrasi Kependudukan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

b. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menerbitkan Akta Perceraian

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertentangan dengan asas

Lex specialis derogat legi generali, sebab undang-undang tersebut bersifat

umum, sedangkan ketentuan yang lebih khusus adalah Pasal 40 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan Penerbitan

Akta Perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Maka

berdasarkan asas tersebut, Akta Perceraian yang diterbitkan oleh

Pengadilan Agama batal demi hukum, sebab undang-undang yang lebih
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khusus yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan mengesampingkan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam hal Peneribitan Akta

Perceraian.

2. Saran

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan kesimpulan dalam skripasi ini,

maka penulis dapat memberikan saran terkait persoalan Penerbitan Akta

Perceraian yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana berikut :

a. Perlu dilakukan Judical Review Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa “Panitera

berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para

pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang

memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para

pihak”;

b. Judical Review yang dimaksudkan adalah dengan menguji pasal tersebut

terhadap Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia, yang menyatakan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”,

sehingga dengan langkah tersebut dapat menyelesaikan sengketa

kewenangan dan tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan Penerbitan
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Akta Perceraian antara Pengadilan Agama dengan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.


